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PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Sal
ZA R 1 z
@E&M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:
Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kenteng
RT 001 RW 005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan
Argomulyo Kota Salatiga, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Majene pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan register perkara

Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2003 Pemohon menikah dengan seorang
laki-laki bernama Eko Ardianto bin Kartono dikantor Urusan Agama
Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sesuai Kutipan akta nikah
nomor 125/9/IV/2003 tertanggal 24 April 2003 dalam perkawinan telah
dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

a. anak lahir di Palembang 22 Juni 2004, umur 17 tahun ;
b. anak lahir di Malang pada 19 Februari 2010, umur 11 tahun;

C. anak lahir di Salatiga 06 November 2018 umur 3, tahun;
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2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Suaminya (Eko Ardianto bin
Kartono) telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan Akta Kematian
yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Salatiga dengan Nomor : 3373-KM-25062019-0004 tertanggal 25 Juni
2019.

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suami memiliki sebidang
tanah dan bangunan yang berada di desa Ngenep, Kecamatan
Karangploso, Kabupaten Malang dengan Sertifikat HGB 135 Atas Nama
Eko Ardianto luas tanah + 113m2.

4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon (RR.
Erna Winarni binti R. Tambak Dwijosuseno) hendak mengurus turun waris,
mengurus balik nama, mengurus HGB menjadi SHM, menjual/memindah
tangankan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sesuai
HGB 135 seluas + 113m2 atas nama Eko Ardianto.

5. Bahwa untuk melakukan proses tersebut diatas, Pemohon sebagai
salah satu ahli waris dari suami Pemohon, mengingat anak belum cukup
umur maka Pemohon hendak menjadi wali dalam melakukan perbuatan
hukum tersebut di butuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi;

PRIMER :
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon (RR. Erna Winarni binti R. Tambak Dwijosuseno)
sebagai wali dari anak yang Bernama ;
a. anak binti Eko Ardianto lahir di Palembang 22 Juni 2004, umur 17
tahun;
b. anak lahir di Malang 19 Februari 2010, umur 11 tahun;
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c. anak lahir di Salatiga 06 November 2018, umur 3 tahun; Untuk
melakukan perbuatan hukum terhadap hal hal tertentu (khusus) kuasa
untuk mengurus turun waris, mengurus balik nama, mengurus HGB
menjadi SHM, menjual/memindah tangankan sebidang tanah dan
bangunan tanah yang berdiri diatasnya sesuai HGB 135 seluas
+113m2 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang berada di desa Ngenep,
Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir
sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor
3507234901740001 tanggal 25 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-
1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Nomor
125/9/1V/2003 Tanggal 24 April 2003, Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2),
tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi  Kartu keluarga atas nama Pemohon  Nomor
3373032506190001 tanggal 26 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-
3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Eko Ardianto Nomor 3373-KM-
25062019-0004 tanggal 25 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-
4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sarasvaty Asmaranthi Ardhini
Nomor 1920-751-1927-564 tanggal 1 September 2004, yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Palembang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-
nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dimas Pramudya Satrio Aji Nomor
3658/TIb/2010 tanggal 3 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-6),
tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Shafaa Ardiana Putri Nomor 3373-
LT-03052019-0003 tanggal 3 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-
7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 1127/2007
tanggal 13 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Kotamadya Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-
nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-8), tanggal dan paraf Hakim;
Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat tersebut,
bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai dengan aslinya kemudian bukti-
bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1 sampai

denagn P.8;

A. Saksi:
1. saksi, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 22 September
1959, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat
kediaman di JI. Klipang Pesona Asri Il F-113 No.113 RT 02 RW 28
Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai Kakak

Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Eko Ardianto

sejak tanggal 24 April tahun 2003;
- Bahwa Saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan suaminya xxxxxxxxx sudah dikaruniai

3(tiga) orang anak yang bernama
XXHXXXXXKKXXXXEXEEXKXXXXXEXKKXXKXXEKKKXXXXEXEXKKXKXXEXKXKKXXXXXKKX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang

bertanggungjawab dalam memelihara dan mendidik anaknya,
yang saat ini anak pertama bersekolah di SMA, anak kedua

sekolah SD dan anak terakhir belum sekolah;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada

tanggal 31 Mei 2019, karena sakit dan menurut keterangan
dokter di Rumah Sakit almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal

karena serangan jantung;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa suami Pemohon

meninggalkan harta warisan berupa rumah dan tanah yang
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berada di Kota Malang dan di Salatiga tempat Pemohon dan

anak-anak Pemohon tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, warisan dari suami Pemohon terletak

di Kota Malang dan di Salatiga;
- Bahwa yang Saksi ketahui harta warisan tersebut belum

pernah dibagi atau dipindah tangankan;
- Bahwa  Saksi tahu, maksud Pemohon mengajukan

permohonan ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus
permohonan perwalian anaknya yang masih di bawah umur untuk
melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus)
kuasa untuk mengurus turun waris, mengurus balik nama,
mengurus HGB menjadi SHM, menjual atau memindah
tangankan sebidang tanah dan bangunan tanah yang berada di

Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui tetapi tanah dan bangunan

tersebut tidak ada yang menunggui atau di tinggali;
2. saksi, tempat dan tanggal lahir Semarang, 26 November 1965,

NIK 3321012611650002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Swasta, tempat kediaman di Jl. Pucang Anom Timur Gang VIl No.12
RT 07 RW 20 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten
Demak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokonya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai

Kakak Ipar Pemohon sejak tahun 1991;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Eko Ardianto

sejak tanggal 24 April tahun 2003;
- Bahwa Pemohon dan suaminya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX

sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak vyang bernama
XXXXXXXKKXXXXEXXEXKXXKXXEKKKXKXXEEXKKKHKXEXEXEXKKKKXXKXKXXXKXXKKKX

X, saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang

bertanggungjawab dalam memelihara dan mendidik anaknya,
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yang saat ini anak pertama bersekolah di SMA, anak kedua

sekolah SD dan anak terakhir belum sekolah;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Eko Ardianto sudah

meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2019, karena sakit;
- Bahwa  Saksi mengetahui, bahwa suami Pemohon

meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang
berada di Kota Malang dan di Salatiga tempat Pemohon dan

anak-anak Pemohon tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, warisan dari suami Pemohon terletak di

Kota Malang dan Salatiga;
- Bahwa Saksi ketahui harta warisan tersebut belum pernah

dibagi atau dipindah tangankan;
- Bahwa Saksi tahu, maksud Pemohon mengajukan

permohonan ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus
permohonan perwalian anaknya yang masih di bawah umur dalam
rangka untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal
tertentu (khusus) kuasa untuk mengurus turun waris, mengurus
balik nama, mengurus HGB menjadi SHM, menjual atau
memindah tangankan sebidang tanah dan bangunan tanah yang

berada di Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui tetapi tanah dan bangunan

tersebut tidak ada yang menunggui atau di tinggali;
Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan

menyampaikan kesimpulannya sesuai dengan permohonannya dan mohon

penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita

acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian
berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 18 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kewenangan absolut
Pengadilan Agama Salatiga;
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil
permohonan adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan
(Eko Ardianto bin Kartono) pada tanggal 24 April 2003 dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangreja,
Kabupaten Purbalingga (Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/9/1V/2003
tanggal 24 April 2003);

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama XxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah
meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2019, sebagaimana tertera dalam
Akta kematian Nomor : 3373-KM-25062019-0004 yang dikeluarkan oleh
Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kota Salatiga tanggal 25
Juni 2019;

3. Bahwa ketika meninggal dunia, Suami Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan 3 orang anak dan seorang Istri

yang bernama,;

a. anak Ardianto lahir di Palembang 22 Juni 2004, umur 17 tahun;
b. anak lahir di Malang 19 Februari 2010, umur 11 tahun;

c. anak lahir di Salatiga 06 November 2018, umur 3 tahun;
d. Pemohon (Pemohon)

4. Bahwa oleh karena anak yang ketiga Pemohon masih belum cakap
hukum atau masih belum mumayyiz maka untuk kepentingan hukum
anak tersebut, Pemohon memohon Penetapan Perwalian untuk
mengurus turunan waris, , mengurus balik nama, mengurus HGB
menjadi SHM, menjual/memindah tangankan sebidang tanah dan

bangunan yang berdiri diatasnya sesuai HGB 135 seluas lebih kurang
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113 M2 atas nama Eko Ardianto, yang terletak di Desa Ngenep,

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1., sampai dengan P-8., yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang
bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh
Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik,
maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna (volledig) dan mengikat (bidende);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507234901740001
tanggal 25 Juni 2019, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tegalrejo,
Kecamatan Agromulyo, Kota Salatiga, maka telah terbukti Pemohon
bertempat tinggal diwilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga,
maka Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini (relative kompentensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., berupa Fotokopi Kutipan
Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangreja, Kabupaten
Purbalingga , Nomor 125/9/IV/2003 Tanggal 24 April 2003, maka telah
terbukti menurut hukum bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut
hukum dengan suaminya yang bernama Eko Ardianto bin Kartono pada
tanggal 24 April 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangreja,
Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi
Kartu Keluarga No. 3373032506190001 tanggal 26 Juni 2019 Kartu Keluarga
tersebut atas nama Pemohon (XXXXXXXXXxxxxxX) dan sebagai kepala
keluarga, sedangkan
XXXXXXXHXHHXHXKKKKKXXXXIIIIIIIIIEEIIEXEEEEKEXEXEXEXKEXKKHKHKHKHKHKXKXXXXXHKHXXHXXKXXK

XXXXXXXXXXXXXXXX Ssebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti
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bahwa Pemohon,
XXXXXXXXHXKKKGXIXXIIIIIIIIIEIEIXEEEEEEKEKIXIXKKKKKHKHKHKHKKKKXHXHXKHKKKKKXKXKXK
xxxxxi dengan telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai
kepala keluarga dan
XXXXKKKKKHHKHXHXHXHXHXHXHXHKHKHKHKHKKKKKKKKXIXXXXXXXXXIIIIIIEIIXIXIEXEXEXEXEXKXXKKKKXKKKX
XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat
Kematian NoO. XxXxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juni 2019, maka telah terbukti
bahwa suami Pemohon yang bernama XxXXxxxXXxxxxxxxxx sudah meninggal
dunia pada tanggal 31 Mei 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sampai dengan P-7 yang
berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terhadap 3 orang anak dari
pasangan suami istri,
XXXXXXHXHXHXHXHXKKKKKIXIXXIIIIIIIIIEIEEIXEEEEEKEKEXEXKKKKHKHKHKHKKKKXXXXXHXHKHKHXXXXK
XXXXxXxxxxxx(Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sarasvaty
Asmaranthi Ardhini, Dimas Pramudya Satrio Aji dan Shafaa Ardiana Putri
adalah anak kandung Pemohon dengan Eko Ardianti bin Kartono dan anak-
anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 17 tahun;

Menmbang, bahwa berdasrkan bukti P.8 berupa Fotokopi Salinan
Buku Tanah hak tanggungan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2007, atas
nama XxXXXxXXxxXxxxxxx, maka terbukti memiliki tanah dan bagunan yang
terletak di Desa Ngenep, Kecamatan karangploso Kabupate Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 orang,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, dan keterangan
kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan
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kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXXxxxxxx) telah menikah dengan Eko
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 24 April 2003 dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangreja
Kabupaten Purbalingga (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXX
tanggal 24 April 2003);

2. Bahwa Pemohon dengan suaminya telah mempunyai 3 orang anak

yang bernama:

1. anak
2. anak;
3. anak

3. Bahwa anak Pemohon dengan suami (Eko Ardianto bin Kartono)

belum cukup umur dan belum cakap untuk berbuat hukum;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXxXxxxxxxsudah
meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Perwalian berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak
berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
Dan Pasal (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan
maupun harta bendanya,;

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 18 tahun
sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tersebut, dan Pemohon telah menyatakan kesannggupanya dan
akan memenuhi kewajibanya sebagai seorang pengampu/ wali dari anak nya
yang bernama

) 9,0.0,9,0,9,0.0,0.0,0,0,0,0.0,:0.9,0,0,0,0.0,0,0,0,0.0,0.0.0.0,0.0,0,0,9,0.0.0.0,0,0,0:0.9,0.0,0,0,0,0,0,0.0,0,0,0,0.9,0.0,0.0,0,0,0,.0¢
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XXXXXXXHXHHXHXHXKKKKXXXXXIIIIIIIIEIIXEEEEEEXEKRXRXKKKKHKHKHKHKHKKKKXXHXHXHKHXHKXXXXK
XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (3), (4) dan
(5) Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu (3) Wali wajib
mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-
baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu. (4) Wali wajib
membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya
pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-
perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. (5) Wali bertanggung jawab
tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta
kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangan
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 52 Undang-undang no 1 tahun 1974
tentang perkawinan yaitu Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak
atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan
perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai ibu kandung dari
anak yang dimohonkan berada dalam perwalian dipandang oleh Hakim
memenuhi syarat menjadi wali pemgampu terhadap anak yang bernama
XHXXXXHXHXHXHXKHXKKKKXXXXIXXXIIIIIEEEXEXEEEEKEKEKEXEKKKKKHKHKHKHKHKXXXHXHXHXHXHXHKHKXXXKXK
XXXXXXXHHKKKXIXXIIIIIIIIIEIIEEEEE KKK KKKHKHKHKKKKKXHXHXHKKKKKKXHXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Karena belum dewasa atau dibawah umur
sebagaimana ditentukan dalam perundang undangan yang berlaku, dengan
pertimbangan Pemohon adalah sebagai ibu kandung. Dan dalam
persidangan Hakim tidak menemukan fakta yang menyebabkan tidak
terpenuhinya syarat-syarat sebagi wali pengampu yang dilarang,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 1
tahun 1974 jo. pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagai wali dari anak

nya yang bernama
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XXXXXXXHXHHXHXHXKKKKXXXXXIIIIIIIIEIIXEEEEEEXEKRXRXKKKKHKHKHKHKHKKKKXXHXHXHKHXHKXXXXK
XXXXXXXXHXKKKGXIXXIIIIIIIIIEIEIXEEEEEEKEKIXIXKKKKKHKHKHKHKKKKXHXHXKHKKKKKXKXKXK
XXXXXXXXXXX) dipergunakan untuk mengurus turunan waris, mengurus balik
nama, mengurus HGB menjadi SHM, menjual/memindah tangankan
sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sesuai HGB 135
seluas lebih kurang 113 M2 atas hama almarhum Eko Ardianto bin Kartono
yang berada di Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten malang,
maka Pemohon agar mematuhi ketentuan hukum yang mengatur tentang
seorang wali pengampu sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (3), ayat (4)
dan ayat (5) serta pasal 52 Undang undang no 1 tahun 1974 jo. pasal 110
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pula Firman Alloh

SWT dalan A-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 5 (lima) yang diambil alih sebagai
pertimbangan Hakim yang artinya sebagai berikut :
...... Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasanmu) yang
dijadikan Alloh sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan
pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang
baik “ ( QS. Al Nisa’'ayat 5 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan
hukum dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar’i yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama
XXXXKXKXKKIXEKKXXIKKHXIIXEKKXXEXKXKIXKKXXKKXXIXKXKIXKKXXEXKXKIXKXXXKXXXXKXXKK
XXXXKXXKKHKIXKKXXKKKIXKKXXIKKXKIXKKXXKKXXIXKKKIXKKXXKKXKIXKKXXKXXXKXKXXKK
XXXXXXXXKXXXXKKXXKKXXXKKXXKKXXKKXXIXKKKXKKXXKKXXXKKKXKKXXKKXXXXXXKKX
XXXXHXXXXEXHXXIXEXHXIIXHXXXIEKHXXIEKHXIIXHXHKIEKHXIEXHXXXIXXXXIXEXXXXKKXKXKXXK untuk
Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal hal tertentu (khusus)
kuasa untuk mengurus turun waris, mengurus balik nama, mengurus HGB
menjadi SHM, menjual /atau memindah tangankan sebidang tanah dan
bangunan tanah yang berdiri diatasnya sesuai HGB 135 seluas * 113m2
atas nama XxXxxXXxXxxxXxxxx yang berada di desa Ngenep, Kecamatan
Karangploso, Kabupaten Malang;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama
Salatiga pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 Miladiyah, bertepatan
tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami Fajri, S.Ag.. sebagai Hakim
dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi oleh Ria Hakimah, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,
Ttd
Fajri, S.Ag.,.
Panitera Pengganti,
Ttd
Ria Hakimah, S.H.

Perincian biaya perkara:
1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
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2. Biaya Pemberkasan : Rp 75.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 75.000,-
4. PNBP : Rp 10.000,-
5. Redaksi :  Rp 10.000,-

6. Meterai . Rp 10.000,-

| Jumlah| :  Rp210.000,]

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.44/Pdt.P/2021/PA.Sal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



